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FUNDAMENTALISME, FORMALISASI SYARI’AT ISLAM
DAN MARIJINALISASI PEREMPUAN

Umi Sumbulah

Pendahuluan

Syariat Islam sesungguhnya memiliki cakupan dan makna yang
sangat agung dan luas. Ia merupakan sumber nilai yang terbuka dan tidak
akan pernah habis untuk digali, karena kandungan nilainya yang demikian
tinggi. Nilai Syariat Islam yang paling mendasar adalah keadilan,
kemanusiaan, kemaslahatan, kerahmatan dan kearifan. Oleh karena itu,
syariat Islam harus diposisikan pada tempat yang tinggi dan luhur, scbagai
sumber inspirasi dan sumber nilai bagi seluruh tatanan kehidupan.
Melakukan upaya-upaya memformalkannya, sama artinya dengan
meletakkan sesuatu yang sakral pada wilayah yang profan. Jika yang terjadi
demikian, maka sangat tidak jarang kemudian syariat dijadikan sebagai alat
kekuasaan dan legitimasi kepentingan bagi kelompok-kelompok tertentu.
Terlalu suci jika syariat Islam hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan dan
kepentingan. Terlalu naif jika syariat Islam yang agung dijadikan sebagai
ideologi politik. Karena praktik-praktik seperti ini sangat reduktif,
“merampas’ dan merendahkan martabat syariat Islam itu sendiri. Oleh
karena itu, upaya-upaya menjadikan syariat Islam sebagai hukum positif
yang tertutup dan terbatas, yang menjelma menjadi misalnya peraturan
daerah (perda) yang bermunculan di sejumlah wilayah di Indonesia, perlu
dihindari. Hal ini karena, alih-alih menjalankan syariat Islam, secara praksis
justru yang terjadi adalah praktik pengebirian keagungan syariat Islam itu
sendiri. Dengan kata lain, dalam implementasinya, syariat Islam belum
mampu dijalankan sesuai dengan prinsip dan tujuan umum disyariatkannya
Islam, demi tercapainya kemaslahatan umum (mas/abat al-’ammal) bagi
semua elemen masyarakat, tanpa memandang ras, etnis golongan dan kelas
sosial lainnya. '

Tulisan ini bermula dari kegelisahan akademik yang penulis rasakan
ketika melihat semakin maraknya gerakan fundamentalisme Islam.
Kegelisahan ini semakin terasa ketika konsep tentang syariat Islam yang
menjadi bahan perdebatan di kalangan kelompok fundamentalis itu sendiri
belum jelas, bahkan overlap pengertian dan penggunaannya dengan figih
dan ganin. Tulisan ini akan menghadirkan fenomena gerakan
fundamentalisme Islam dalam konteks upaya-upaya formalisasi syari’at,
yang dinilai oleh sejumlah kalangan memiliki dampak bagi kehidupan sosial
dan politik secara umum, maupun secara khusus bagi kehidupan perempuan.

Formalisasi Syariat Islam: Pergulatan Panjang dalam Pentas Sejarah Sosial
- politik di Indonesia

Formalisasi syariat adalah upaya untuk memformalkan atau
menyimbolkan syariat Islam ke dalam negara dengan menjadikannya
sebagai undang-undang atau ketentuan lain yang bersifat mengikat. Istilah
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ini banyak digunakan untuk menggantikan penyebutan "penerapan syariat
Islam". Dalam konteks pro-kontra terhadap pemberlakukan syariat Islam di
Indonesia, istilah formalisasi syari’at lebih banyak digunakan daripada
istilah penerapan syariat. Pokok persoalannya bukan terletak pada
penggunaan istilahnya, tetapi pada "perlu tidaknya ketentuan syariat
diformalkan dengan melibatkan negara".

Dalam konteks Indonesia, upaya formalisasi syariat juga telah
menorchkan perjalanan panjang dalam sejarah kehidupan bangsa dan
negara. Pemberlakuan syariat Islam telah dilakukan bahkan sejak masa-
masa kerajaan Islam di Nusantara, yang pada waktu itu berafiliasi kepada
Turki Usmani. Dalam sejarah pengembaraan Ibnu Bathutah, dijelaskan
dalam karyanya ”Tuhfat al-Nazhar fi Gharaib al-Amshar wa 'Ajaib al-
Asfar”, bahwa ada sebuah kerajaan di pesisir Sumatera menerapkan hukum
Figih Madzhab Syafi’i. Dari sinilah kemudian madzhab yang dikenal
moderat ini discbarluaskan ke kerajaan-kerajaan lainnya di se-antero
wilayah nusantara. Diceritakan pula bahwa semenjak berdirinya kerajaan
Samudera Pasai tahun 1400-1500, para ahli hukum Islam Malaka datang ke
Samudera Pasai untuk meminta fatwa hukum mengenai berbagai masalah
yang terjadi dalam masyarakat. Di antara mufti terbesar yang tercatat di era
kerajaan Samudera Pasai ini adalah Syaikh Abdur Rauf Singkel dan ulama
besar yang kini namanya diabadikan menjadi sebuah nama perguruan tinggi
agama di NAD, yakni Syaikh Nurrudin Ar- Raniri. Demikian pula yang
terjadi di pulau Borneo, tepatnya di banjar, yang tidak hanya menangani
persoalan hukum keluarga tetapi juga perkara-perkara pidana, yang
dikodifikasikan secara sederhana dalam Kitab Undang-undang Sultan
Adam." Fenomena serupa juga terjadi di Banten, yang telah mempraktikkan
hukum potong tangan bagi pencuri.

Melihat fenomena penerapan hukum Islam di era kerajaan-kerajaan
Islam di nusantara tersebut, maka di era itu syariat Islam telah menjadi
bagian tak terpisahkan dari nafas kehidupan masyarakat Muslim, dengan
ciri: pertama, syariat Islam telah hidup secara berdampingan dengan tradisi
lokal; kedua, syariat Islam yang berkembang bukaniah hukum mumi,
melainkan adalah hukum yang sudah terinfiltrasi dan berakulturasi dengan
tradisi lokal; ketiga, syariat Islam yang berlaku adalah hukum keluarga
(kecuali dalam beberapa kasus juga hukum pidana seperti kasus pencurian
dan perzinaan); keempat, faktor ekonomi dan politik disebut-sebut juga
turut menentukan perkembangan berlakunya syariat Islam; kelima,
perkembangan syariat Islam —dalam beberapa kasus-—- juga belum ditopang
sepenuhnya oleh kerajaan.” Demikian fakta sejarah penerapan syariat Islam
dalam kehidupan masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh tradisi lokal
setempat.

! Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di
Indonesia (Malang: Bayumedia, 2005), hal. 28.
2 Hamami Zada, "Perda Syariat”, hal. 10
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Fenomena diberlakukannya Syariat Islam juga terjadi di era
kolonial Belanda. Statuta Batavia yang dibentuk tahun 1642 memuat
ketentuan hukum kewarisan bagi umat Islam yang harus menggunakan
hukum Islam; terbentuknya kitab hukum Compendium Frejjer tahun 1760
yang memuat aturan hukum perkawinan dan kewarisan, dan diterapkan
pada seluruh peradilan yang berada di wilayah kekuasaan VOC Belanda;
kitab hukum Afugharer yang diberlakukan untuk pengadilan negeri
Semarang dan berisi perkara perdata dan pidana yang sebagian besar
bermuatan hukum pidana Islam adalah di antara buktinya.’

Adapun fenomena formalisasi syariat Islam di era pasca
kemerdekaan, dapat dilihat tentang terjadinya perdebatan panjang tentang
Piagam Jakarta di antara parta-partai Islam, dalam Sidang Konstituante
tahun 1959 yang berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5
Juli 1959. Kendati Piagam Jakarta tidak menjadi bagian dalam UUD 1945,
namun sejarah telah membuktikan bahwa ia telah menjadi inspirasi bagi
nafas dalam batang tubuh UUD 1945 tersebut.

Pada masa Orde Baru, meskipun tidak terlalu tampak, perdebatan
tentang penerapan hukum Islam juga terjadi. Pemerintahan yang opresit
menjadikan umat Islam diselimuti rasa takut ustuk menyuarakan
aspirasinya dalam memperjuangkan hukum Islam, schingga tidak muncul
gagasan-gagasan orisinal terkait dengan hukum Islam. Kondisi ini
berlangsung pada awal masa Orde Baru yaitu antara tahun 1966-1982.*
Bahkan dalam konteks ini, seperti ada Is/amophobia pemerintah atas umat
Islam, sehingga senantiasa terjadi represi dan kooptasi. Scbagai akibatnya,
ormas-ormas keagamaan maupun partai politik yang sesungguhnya
berideologi Islam, tidak berani menyuarakan aspirasi politiknya secara
terbuka.

Perdebatan dan diskusi tentang penerapan hukum Islam baru
muncul di akhir masa Orde Baru yang dikenal dengan periode akomodatif
(1985-1994)’. Pada masa ini, pemerintah memutar haluan politik dari
“offensif' menjadi "akomodatif" terhadap umat Islam. Dalam kontcks ini
dapat disebutkan munculnya Undang-undang Nomeor | tahun 1974 tentang
P.rkawinan, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres
Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, juga UU Nomor 7
tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diamandemen oleh UU
Nomor 10 tahun 1998.°

Orde Reformasi yang ditandai dengan terbukanya “kran” demokrasi,
juga memberikan ruang gerak sosial, agama dan politik lebih luas kepada
umat Islam. Momen ini, tak pelak juga mendukung upaya-upaya
pengembalian Piagam Jakarta terutama oleh partai-partai Islam, dalam

? Tbid.

4 Abdul Aziz Teba, Js/am dan Negara Dalam Politik Orde Barv (Jakarta: Gema Insani Press,
1996), 278.

3 Ibid.

$ Abdul Halim, Politik Hukum Islamn di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Depag R1, 2008),
hal. 172.
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proses amandemen UUD 1945 yang akhirnya tidak berhasil. Namun
demikian, formalisasi syariat di era reformasi ini tidak dapat dikatakan
sepenuhnya gagal. Hal ini karena ternyata pada era tersebut lahir sejumlah
enam undang-undang yang terkait ¢rat dengan persoalan umat Islam yaitu
UU no. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU no. 38/1999
tentang Pengelolaan Zakat, UU no. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Propinsi Aceh, UU no. 41/2004 tentang Wakaf, UU no. 3/2006 yang
mengamandemen UU no. 7/1989 tentang Penambahan Wewenang PA dan
UU Perbankan Syariah Tahun 2008.

Di samping itu, tuntutan penerapan hukum Islam memiliki corak yang
berbeda, tidak di tingkat pusat tetapi juga di daerah-dacrah dalam bentuk
Peraturan Daerah (Perda) scsuai dengan karakteristik masing-masing.
Fenomena tersebut dapat dilihat pada lahirnya perda-perda pada tingkat
kabupaten/kota dan 10 daerah Propinsi yang tersebar di hampir seluruh
wilayah di Indonesia membuat perda.” Melalui kolaborasi dengan lembaga
legislatif dan eksekutif, sekelompok umat Islam memperjuangkan terbitnya
peraturan daerah (perda) yang memiliki nuansa syariat Islam. Sejumlah
daerah telah memiliki perda, yakni Jawa Barat® (Cianjur, Tasikmalaya dan
Indramayu); Banten (Serang dan Pandeglang), Sulawesi Selatan
(Bulukumba, Bone, Maros,” Gorontalo, Enrckang dan Gowa); Sumatera
Barat (Padang); Kalimantan Selatan (Banjarmasin), NAD; NTB (Lombok
Timur dan Mataram); Jawa Timur (Pamekasan dan Jember); DIY; dan Jawa
Tengah (Jepara).

Maraknya perda syariat ini menimbulkan respon beragam, yakni dari
kelompok kritis dan kelompok yang menerima apa adanya (taken for
granted). Pertama, kelompok kritis adalah mercka yang mengkaji hukum
secara normatif-kritis menyangkut isi, eksistensi dan daya paksanya.'’

7 Rifqinizamy Karsa Yuda, Tinjavan Terhadap Peraturan Perda Syari'ah di Kalimantan
Selatan, http:/frifql . wordpress.com/2008/02/10/tinjauan-terhadap-peraturan-daerah-perda-
syariah-di-kalimantan -sclatan/ diakses 22 April 2009, 7.

® Di wilayah Jawa Barat misalnya, yakni tepatnya di Kabupaten Garut telah lahir tiga perda
yaitu Perda No. 6 Tahun 2000 tentang Kesusilaan, Surat Edaran Bupati Tahua 2000 tentang
Jilbabisasi bagi karyawan Pemda dan Perda Nomor | Tabun 2003 tentang Pengelolaan
Zakat. Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten lahir dua perda yaitu SK Bupati Nomor 25
Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Hari Kerja dan Busana Kerja Muslimah dan Perda Nomor
09 Tahun 2004 tentang Seragam Sekolah SD, SMP, SMU yang mengarah jilbabisasi.
Khamami Zada, "Perda Syari'ah: Proyek Syari'ati Yang Sedang Berlangsung,”" Taswiru/
Afkar, 20 (2006), 17-18

9 Di Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan muncul lima perda di antaranya Surat
Edaran Bupati Maros tanggal 21 Oktober 2002 tentang penggunaan Jilbab bagi karyawan
pemerintah, menutup kegiatan saat adzan berkumandang, penambahan jam pelajaran agama
Islam, penggunaan baju koko dan kopyah setiap Juma't bagi karyawan. Di kabupaten yang
sama juga lahir Perda Nomor 15 Tahun 2005 tentang baca tulis al-Qur'an yang diwajibkan
bagi siswa SD sampai SMA sebagai persyaratan naik kelas, dan kemampuan membaca al-
Qur'an sebagai persyaratan kenaikan pangkat bagi pegawai pemerintah. ibid

19 Lihat misalnya dalam tulisan Masdar farid Mas’udi, "Korban Pertama Penerapan Syari'at
Adalah Perempuan" dalam Wajah Liberal Islam di Indonesia, ed. Luthfi ai-Syaukani
(Jakarta: JIL, t.th); Azywnardi Azra Negara dan Syari'at dalam Pespektif Politik Hukun
Indoensia” dalam Syari’at Islam Pandangan Muslim Liberal, ed. Buthanuddin (Jakarta: JTL,
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Argumen kelompok ini juga didasarkan bahwa lahirnya perda syariat tidak
menyentuh persoalan substantif yang dihadapi bangsa, bahkan dinilai lebih
sarat dengan kepentingan politik dibandingkan usaha untuk mengamalkan
ajaran Islam."" Kedua, kelompok yang menerima perda syariah secara faken
for granted'* Bagi para cksponen yang berafiliasi pada ideologi politik
Islam ini, lahirnya perda-perda syariat dianggap sebagai keberhasilan atas
usaha yang selama ini diperjuangkan. Perda syariat bagi mercka
memberikan harapan baru bagi kepentingan perbaikan Indonesia ke depan.
Kritik tajam tentang formalisasi syariat terutama dalam bentuk perda
itu, juga mendapatkan respon dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia,
yakni NU dan Muhammadiyah, yang keduanya tidak setuju formalisasi
hukum Islam termasuk perda syariat. Dalam konteks tersebut, menarik
diangkat sikap konsisten NU untuk tidak mendukung formalisasi syariat
Islam. Dalam pidato pembukaan pada Musyawarah Nasional dan
Konferensi Besar NU 27-30 Juli 2006 di Surabaya, Kyai Sahal Mahfudz
yang bertindak sebagai rais "am Syuriah PBNU-- menyatakan secara tegas
bahwa NU berkeyakinan bahwa Syariat Islam dapat diimplementasikan
tanpa menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan agar
substansi nilai-nilai syariah terimplementasikan dalam masyarakat
ketimbang mengidealisasikan institusi.'* Dengan demikian, dapat
dinyatakaan bahwa secara kelembagaan, NU menolak adanya upaya-upaya
formalisasi syariat Islam. Para ulama NU lebih cenderung kepada penerapan
syariat Islam (Zatbiqg) dalam kehidupan schari-hari dari pada mempersoalkan
legislasi (zadwin)"*. Pernyataan serupa juga dapat dilihat dalam ungkapan
Sholahuddin Wahid (tokoh NU) dan Syafii Ma'arif (tokoh
Muhammadiyah). Bagi Sholahuddin, NU memang mengamanatkan
berlakunya syariat, hanya saja tidak mengharuskan dalam bentuk yang

2003), Rumadi "Perda Syariat Islam: Jalan Lain Menuju Negara Islam", Taswirul Afkar, 20
(2006); Marzuki Wahid. “Syari'at Islam, Negara dan Ancaman Pluralitas: Kritik Atas Perda
Syari'at Islam di Indonesia", Taswirul Afkar, 20 (2006).

W' Untuk mendukung pendapatnya, kelompok kritis ini menilai bahwa tema "hukum syariat"
yang digunakan di berbagai daerah tersebut bersifat simbolik. Di samping itu, lahimya perda
yang tidak disertai dengan instrumen hukum yang menjadikan perda tersebut dapat
diimplementasikan, juga menjadi argumen lain yang mendukung 'ketidakberterimaan”
kelompok ini terhadap formalisasi syariat di tingkat daerah tersebut.

12 Lihat dalam tulisan Ismail Yusanto, "Selamatkan Indonesia dengan Syari‘at Islam", dalam
Syari'at Islam Pandapgan Muslim Liberal, ed. Burhanuddin (Jakarta: Jaringan Islam Liberal
dan The Asia Foundation, 2003). Lihat pula Daud Rasyid, Is/am dan Reformasi: Telaah
Kritis Keruntuhan Rezim-Rezim Diktator dan Kebarusan Kembali Kepada Syari’ah (Jakarta:
Usamah Press, 2001); Salim Segaf al-Jufri, "Pengantar” dalam Penerapan Syari‘at Islam di
Indonesia: Antara Pelvang dan Tantangan (Jakarta: Global Media, 2004).

2 Daud Rasyid, Js/am dan Reformasi: Telash Kritis Keruntvhan Rezim-Rezim Diktator dan
Keharusan Kembali Kepada Syari ah (Jakarta: Usamah Press, 2001).

2 Salim Segaf al-Jufri, "Pengantar” dalam Pencrapan Syari'at Islam di Indonesia: Antara
Pelvang dan Tantangan (Jakarta: Global Media, 2004).

13 Rumadi, "Perda Syariat Islam Jalan lain Menuju Negara Islam?” dalam Taswired Afkar, 20
(2006), 2.

4 Ali Maschan, Nasionalisme Kyai: Konstruksi Sosial berbasis Agana (Yogyakarta: LkiS,
2007), 274.
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formalistis. Hal ini karena upaya-upaya formalisasi syariat dinilai hanya
akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan substansi
yang sama, Syafi'i menegaskan bahwa Islam tidak harus diformalisasikan,
akan tetapi harus mewarnai dan bahkan menjadi “nafas” dari segala cara
bertindak dan berpikir. Dengan mengutip Bung Hatta, Syafii menyatakan
“pakailah garam, terasa tapi tidak kelihatan dan jangan memakai gincu,
kelihatan tetapi tidak terasa"." Di samping dua ormas Islam terbesar
berikut tokoh-tokohnya, juga terdapat partai politik, organisasi keagamaan
lainnya, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, yang tidak menyetujui
upaya-upaya formalisasi syariat Islam. Kalangan partai politik di antaranya
adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Kasih
Bangsa (PDKB); organisasi keagamaan lainnya, yakni Persekutuan Gereja
Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI); dari
kalangan organisasi kepemudaan/kemahasiswaan misalnya adalah
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia (GMNI); juga komunitas pada Lakpesdam-NU dan
Jaringan Islam Liberal (JIL)."®
Formalisasi syariat tersebut ditempuh oleh kelompok legalisme
Islam, baik dari partai politik maupun oleh organisasi-organisasi baru di
Indonesia, yakni: pertama, upaya syariatisasi melalui jalur politik
(parlemen). Melalui kekuatan di parlemen (DPR), sejumlah organisasi partai
politik yang berideologi Islam berupaya untuk mengembalikan Piagam
Jakarta. Upaya ini dilakukan baik pada era Orde lama dalam Majelis
Konstituante yang berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli
1959, juga di era Reformasi sebagaimana dilakukan oleh dua partai politik
Islam, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang
(PBB), dengan mengusulkan masuknya kembali tujuh kata” tentang syariat
Islam, ke dalam amandemen UUD 1945. Kedua, upaya formalisasi syariat
melalui jalur militer, yang dilakukan melalui pemberontakan bersenjata oleh
kelompok yang menamakan dirinya sebagai Darul Islam/Negara Islam
Indonesia (DI/TII) pimpinan SM. Kartosuwiryo di Jawa Barat, Tengku
Muhammad Daud Beureuh di Aceh dan Kahar Muzakkar di Sulawesi
Selatan. Dalam konteks ini, bahkan DI/TII pimpinan SM. Karyosuwiryo
sempat memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia (NII) pada 7
agustus 1949 di desa Cisampang, Jawa Barat.'’ Ketiga, upaya syariatisasi
melalui jalur kultural, yang dilakukan oleh sejumlah organisasi massa baru
Islam. Upaya tersebut dilakukan dengan jalan memberikan pemahaman
kepada komunitas masyarakat, tentang pentingnya penerapan syariat Islam.
Upaya tersebut di antaranya dilakukan oleh HTI, MMI dan FPI.
Kuatnya nuansa politik dalam perda-perda syariat juga didukung oleh
fakta tidak dilengkapinya Perda tersebut dengan instrumen yang dapat

'3 Mashad, Akar Kontlik, hal. 240-24 1.

'¢ Marzuki Wahid dan Nurrohman, "Dimesi Fundamentalisme dalam Politik Formalisasi
Syariat Islam Kasus Nanggroe Acch Darussalam™ dalam Taswirul Afkar, Edisi No. 13 tahun
2002, hal. 34-59.

17 Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, Politik Syariat Islam, hal. 65.
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mendukung implementasi / pelaksanaan perda di lapangan, seperti adanya
sanksi, petugas yang berhak mengawasi dan lembaga yang berwenang untuk
menyelesaikan manakala terjadi konflik. Di samping itu, sebagian besar
perda hanyalah bersifat simbolik karena kurang menyentuh persoalan yang
dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran dan merajalelanya
korupsi.'®

Jika melihat jenis-jenis perda di atas, perdebatan yang sering
muncul apakah yang demikian itu dikatakan sebagai syariat Islam atau figih
atau sebutan-sebutan lain yang sejenis, menjadi wajar adanya. Hal ini
karena, fenomena perdaisasi di atas, sangat mereduksi keagungan syariat
Islam yang transendental. Jika ingin benar-benar menegakkan syariat,
mestinya ada nilai-nilai substansi Syariat Islam yang menjadi perhatian.
Nilai-nilai substantif dimaksud bisa mengacu kepada maqasid al-syari’ah.
Magasid al-dharuriyah didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang
ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan manusia secara
total. Imam al-Ghazali merumuskan kemaslahatan tersebut ke dalam lima
prinsip dasar yang dikenal dengan sebutan al-kulliyyah al-khams, yakni
hitzh al-din (perlindungan terhadap keyakinan/agama), hifzh al-nafs
(perlindungan terhadap jiwa), hifzh al-‘aql (perlindungan terhadap akal
pikiran), hifzh al-‘irdh (perlindungan terhadap kehormatan/keturunan/alat-
alat  reproduksi) dan  hifzh  al-mal (perlindungan terhadap
kekayaan/properti). Misalnya demi menyelamatkan agama, Islam
mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk
keselamatan akal, Islam mewajibkan pendidikan sekaligus melarang hal-hal
yang merusaknya, demikian seterusnya.

Dalam konteks formalisasi syariat di atas, hal-hal yang berkaitan
dengan kemaslahatan umumlah yang mestinya menjadi perhatian untuk
diregulasi. Misalnya, bagaimana mengatasi fenomena kemiskinan dan
korupsi untuk memelihara dan menjaga terpenuhinya hifdz al-mal. Setiap
orang memiliki hak atas harta, namun kemiskinan telah merenggut hak
mereka untuk bisa menikmati harta itu. Setiap orang memiliki hak untuk
menikmati harta, namun korupsi “merenggut” hak mereka untuk menikmati
harta itu dan sebagainya. Demikian juga fenomena ketidakadilan sosial
lainnya. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan,
kemerdekaan diri dan kebebasan berpikir dan berpendapat (hifdz ‘aql)
namun “ketidakmampuan” dan “keterbatasan akses” ekonomi, sosial dan
politik kepada penguasa membuatnya terhalang mendapatkan keadilan, dan
seterusnya.

12 Lily Zakiyah Munir, "Simbolisasi, Politisasi dan Kontrol Terhadap Perempuan di Aceh,"
dalam Syarat Islam Pandangan Muslim Liberal, ed. Burhanuddin (Jakarta: Jaringan Islam
Liberal dan The Asia Foundation, 2003). Syamsurijal dan Zubair Umam, "Perdaisasi Syari'at
Islam..., 69.
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